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APA ALASAN SUATU PARPOL DAPAT 
DIBUBARKAN?



ALASAN PEMBUBARAN PARPOL

¡ Ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD NRI
1945;

¡ Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau akibat yang
ditimbulkannya bertentangan dengan UUD NRI 1945.



Apakah di era demokrasi modern seperti saat 
ini terdapat parpol yang memenuhi alasan 

pembubaran tersebut?





PEMOHON DAN TERMOHON

PEMOHON: Pemerintah yang dapat diwakili 
oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang 

ditugasi oleh Presiden

TERMOHON: Parpol yang 
diwakili oleh pimpinan parpol

PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK



Apakah relevan jika pemerintah dijadikan satu-
satunya pihak yang memiliki legal standing dalam 

usul pembubaran parpol?







PERMOHONAN

¡ Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 rangkap
yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas lengkap pemohon atau dan kuasa (jika ada);

2. Uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan parpol yang
dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

3. Alat-alat bukti yang mendukung permohonan



TATA CARA PENGAJUAN 
PERMOHONANPemohon

Panitera Pemeriksaan Kelengkapan Lengkap

Belum Lengkap

Hard Copy dan Softcopy

7 Hari dilengkapi

Registrasi di BRPK

Penetapan Jadwal Sidang Pertama

7 Hari

Permberitahuan Kpd Pemohon dan Termohon
(max h-3 sidang)

Pengumuman Kpd Msy

SIDANG

Termohon

Tanggapan tertulis dari termohon dibuat 
dalam 12 rangkap dan harus diterima oleh 

panitera selambat-lambatnya H-1 Sidang 
Pertama dimulai

Panitera

Meminta tanggapan tertulis



TAHAPAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan 
Pendahuluan

Pemeriksaan 
Persidangan

Putusan

Rapat Permusyawaratan Hakim

Rapat Permusyawaratan Hakim



PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

¡ Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam Sidang Pleno Hakim yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi.

¡ Dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib
memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau mempebaiki jika dipandang
perlu.

¡ Perbaikan permohonan max 7 hari

¡ Penyampaian perbaikan permohonan.

¡ Dalam hal permohonan lengkap dan jelas, hasil pemeriksaan pendahuluan dilaporkan ke RPH.



PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

¡ Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya 
7 orang hakim.

¡ Dalam persidangan, pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan 
dalil-dalinya baik secara lisan maupun tertilis dengan dilengkapi bukti-bukti.

¡ Pemeriksaan persidangan dilakukan untuk:
Ø Memeriksa materi permohonan yang diajukan;
Ø Mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon;
Ø Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya;
Ø Mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan MK;
Ø Mendengarkan keterangan ahli dan saksi (yang diajukan oleh pemohon maupun termohon).



RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

¡ Dilakukan secara tertutup dan rahasia.

¡ RPH diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya.

• Pengambilan keputusan mengenai mekanisme
pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela serta
putusan akhir.

• Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 org hakim.
• Pengambilan keputusan: musyawarah mufakat, voting

atau penentuan oleh ketua sidang RPH.
• Setiap pendapat berbeda (dissenting opinion), harus

dimuat dalam putusan.
• Dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengenai

putusan akhir, setiap hakim wajib menyampaikan
pendapat hukum secara tertulis.

• Dilaksanakan untuk diskusi curah pendapat (brain
storming) dan perancangan putusan setelah
musyawarah.

• Tidak memerlukan persyaratan korum.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN TUJUAN LAINNYA



PUTUSAN

¡ Diambil dalam RPH yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang
hakim;

¡ Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7
orang hakim;

¡ Putusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam
BRPK.

¡ Putusan disampaikan kepada Pemerintah sebagai pemohon, termohon, KPU, DPR, MA, Kepolisian dan
Kejaksaan Agung.



AMAR PUTUSAN

¡ Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard);

Ø Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4  PMK No. 
12/PMK/2008

¡ Ditolak;

Ø Apabila permohonan tidak berasalasan.

¡ Dikabulkan;

Ø Apabila permohonan beralasan.



PERMOHONAN DIKABULKAN

¡ Apabila permohonan dikabulkan, maka dalam putusan MK menyatakan secara tegas
pembubaran dan pembatalan status badan hukum parpol yang dimohonkan
pembubaran.

¡ Memerintahkan kepada pemerintah untuk:

Ø Menghapuskan parpol yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah paling lambat
dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan MK diterima;

Ø Mengumumkan putusan MK dalam Berita Negara RI paling lambat 14 hari sejak
putusan diterima.



AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARPOL

¡ Pelarangan hak hidup parpol dan penggunaan symbol-symbol partai tersebut di seluruh
Indonesia;

¡ Pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari parpol yang dibubarkan;

¡ Pelarangan terhadap mantan pengurus parpol yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan
politik;

¡ Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan parpol yang dibubarkan.



STRUKTUR PUTUSAN

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:
a. kepala putusan berbunyi ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA”;
b. identitas pihak;
c. ringkasan permohonan;
d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
f. amar putusan; 
g. Pendapat berbeda atau alasan berbeda dari hakim; dan
h. hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.



TERIMAKASIH



TUGAS PENGGANTI UAS

¡ Masing-masing kelompok diminta untuk membuat 3 berkas permohonan berupa:

1. Permohonan pengujian UU;

2. Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara; dan

3. Permohonan pembubaran partai politik.

¡ Berkas permohonan di ketik pada kertas A4.

¡ Berkas permohonan dikumpulkan pada saat UAS Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

¡ Bagi mahasiswa yang presensinya tidak memenuhi 75% maka berdasarkan peraturan akademik
universitas tidak berhak mengikuti UAS dan/atau mendapatkan nilai UAS.

¡ Kerjakan tugas secara kelompok dan tandai anggota kelompok yang secara nyata tidak ikut
mengerjakan tugas.


